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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ba B be
ta T te
ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
jim J je
ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah
kha Kh ka da ha
dal D de
żal Ż ze (dengan titik di atas)
ra R er
zai Z zet
sin S es
syin Sy es dan ye
ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
x‘ain ‘ apostrof terbalik
gain G ge
fa F ef
qaf Q qi
kaf K ka
lam L el
mim M em
nun N en
wau W we
ha H ha
hamzah ʼ Apostrof
ya Y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا fatḥah a a
 ِا Kasrah i i
 ُا ḍammah u u
xi
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َْﻰـ fatḥah dan yā’ a a
 َْﻮـ fatḥah dan wau i i
Contoh:
 َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa
 َل ْﻮـَھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan Huruf Nama Huruf danTanda Nama
ى َ ... | ا َ ... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas
ى Kasrah dan yā’ i i dan garis di atas
ﻮُــ ḍammah dan wau u u dan garis di atas
Contoh:
 َت َﺎـﻣ : māta
ﻰـَﻣَر : ramā
 َﻞـْﯿِـﻗ : qīla
 ُت ُْﻮـﻤَـﯾ: yamūtu
xii
4. Tā marbūṭah
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
tā marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
 ِلَﺎﻔْط ﻷا ُ ﺔـَﺿْوَر : rauḍah al-aṭfāl
 ُﺔَﻠــِﺿَﺎـﻔـَْﻟا ُ ﺔَـﻨـْﯾِﺪـَﻤـَْﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
 ُﺔــَﻤـْﻜـِْﺤـَﻟا : al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydīd ( ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َ ﺎﻨَـّـﺑَر : rabbanā
 َ ﺎﻨــَْﯿـّﺠَـﻧ : najjainā
ُ ّﻖـَﺤْــَﻟا : al-ḥaqq
ُ ّﺞـَﺤْــَﻟا : al-ḥajj
 َﻢِـّـُﻌﻧ : nu“ima
 ﱞُوﺪـَﻋ : ‘aduwwun
xiii
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
 ﱞﻰـِﻠـَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contohnya:
 ُﺲـَْﻤـّﺸَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 ُﺔَــﻟَﺰْــﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
 َُﺔﻔـﺴْﻠَـﻔْــَﻟا : al-falsafah
 ُدَﻼِـــﺒْــَﻟا : al-bilādu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contohnya:
 َنْوُﺮـُﻣَﺄـﺗ : ta’murūna
 ُءَْﻮّـﻨْــَﻟا : al-nau’
xiv
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
 ُت ْﺮـِﻣُ أ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:
Fī Żilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafż al-Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُْﻦـﯾِد dīnullāh  ِﷲ ِﺎِﺑ billāh
Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaż al-jalālah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ُھـ ِﷲ ِﺔَﻤْـــﺣَر ِْﻲﻓ ْﻢ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
xv
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR).
Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Naṣr al-Farībī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḍalāl
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:
B. Daftar Singkatan
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d,
Nas}r H{ami>d Abu>)
xvi
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS. …/…: 4 =  QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat
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Skripsi ini bertujuan memberi gambaran akurat dan konprehensif tentang
proses pelaksanaan kejurusitaan berdasarkan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada kantor Pengadilan Agama Sungguminasa
Gowa. Mendeskripsikan berbagai menjadi faktor pendukung dan penghambat
kejurusitaan di Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk kemudian dicarikan
solutifnya. Merumuskan hasil pelaksanaan kejurusitaan berdasarkan pasal 103
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada kantor
Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.
Skripsi ini tergolong penelitian survei sejenis kualitatif. Dasar teoritisnya
bertumpu pada pendekatan syariah dan ilmu hukum. Sumber data primer dalam
penelitian ini ialah informan dari tenaga kejurusitaan di Kantor Pengadilan Agama
Sungguminasa. Setelah proses memperoleh data, langkah selanjutnya adalah
mengklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut
disusun dan dianalisa dengan metode deskriptif.
Skripsi ini merumuskan kesimpulan bahwa proses pelaksanaan kejurusitaan
berdasarkan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama pada kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa selama ini,
menunjukkan bahwa selain memberi informasi, yakni melakukan pemberitahuan dan
pengumuman pelaksanaan kejurusitaan di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah
melakukan, pemanggilan, penyampaian putusan, melakukan peringatan dan atau
teguran, dan melakukan penyitaan bila ada sengketa. Ditinjau dari faktor
pendukungnya, kedudukan jurusita memiliki landasan hukum dan kode etik, serta
program tahunan berupa bimbingan teknis (bimtek) khusus untuk tenaga kejurusitaan.
Sedangkan faktor penghambatnya dominan di lapangan atau di luar sidang yang
disebut faktor eksternal. Hasil pelaksanaan kejurusitaan pada kantor Pengadilan
Agama Sungguminasa Gowa, terutama dalam kurun waktu tahun 2010-2013, lebih
dominan menangani perkara cerai talak dan cerai gugat.
Skripsi ini melahirkan implikasi bahwa persoalan kejurusitaan masih perlu
penelitian lebih lanjut yang tidak hanya terbatas pada implementasi pasal 103
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tetapi juga
terhadap pasal-pasal lain dan undang-undang yang terkait dengan kejurusitaan.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Produk hukum yang diberlakukan di Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), bersumber dari hukum legislatif kolonial (hukum Barat),
hukum adat (tribal law), dan hukum Islam (Islamic law). Hukum inilah yang
melanadasi segala putusan di Pengadilan, baik Pengadilan Umum, Pengadilan
Tata Usaha maupun Pengadilan Agama.
Peradilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang
RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atau sekarang bila merujuk
pada lembaganya disebut Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan
dalam Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, merupakan salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman dikukuhkan pada kedudukan dan
eksistensinya dalam pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970
tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 63  Undang-Undang RI
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 44 Undang-Undang RI
Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.1
Tugas pokok atau fungsi utama Pengadilan berdasarkan undang-
undang tersebut dilakukan semata-mata diarahkan untuk mencapai tujuan
dilakukannya peradilan. Hal itu menjadi amanat pasal 4 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
1Lihat Mahkamah Agung RI, Sketsa Peradilan Agama (Jakarta: Sekretariat Mahkamah
Agung RI,  2012), h. 12.
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2Kehakiman,2 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 1999, jo Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan sebagamana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, kalimat “Peradilan dilakukan Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam pasal tersebut,
berarti segala proses yang mengacu kepada pemeriksaan, pemutusan dan
penyelesaian perkara termasuk sengketa di lingkungan keluarga (akhwalu
syakhsiah) yang dilakukan oleh Pengadilan harus difokuskan untuk mencapai
keadilan atau berujung kepada sesuatu yang adil. Demikianlah tugas pokok
atau fungsi utama Pengadilan Agama. Hal itu sesuai dengan nama lembaga ini,
yaitu lembaga Pengadilan Agama karena keadilan itu diciptakan, dan ke tempat
mana para pencari keadilan harus mengajukan tuntutan keadilannya.
Kedudukan Pengadilan Agama dengan adanya pembaruan undang-
undang yang terakhir disebutkan di atas telah mampu menjadikan Peradilan
Agama sebagai badan peradilan yang berwenang untuk melaksanakan
putusannya sendiri karena telah dilengkapi dengan fungsi kejurusitaan yang
mandiri.
2Pasal ini tidak termasuk yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun
1999. Dan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang terbaru (Undang-
Undang Nomor 4 2004) eksistensi pasal tersebut dikukuhkan dalam ketentuan penutup
Undang-Undang ini, yaitu pada pasal 47: “Ketentuan dalam peraturan per-Undang-Undangan
yang mengatur kekuasaan kehakiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum dibentuk yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.” (Lihat dalam: Departemen Agama
RI, Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta,
Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama,
2004), h. 480.
3Jurusita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Agama. Sedangkan jurusita
pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.3 Jurusita,
demikian pula Jurusita Pengganti bertugas melaksanakan semua perintah yang
diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera. Ia menyampaikan
pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, somasi dan memberitahukan
putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
Atas perintah ketua pengadilan, jurusita/jurusita pengganti melakukan penyitaan
dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas objek sengketa yang disita beserta
surat-suratnya yang sah. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya
diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Badan
Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP
10/1961, jo Pasal 198-1999 HIR). Melakukan penerimaan pembayaran uang
titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya. Dalam melaksanakan
tugasnya, ia dibatasi pada wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan.4
Dalam melaksanakan tugas kejurusitaan, seringkali ditemukan
problematika termasuk yang dialami oleh jurusita di Kantor Pengadilan Agama
Sungguminasa. Problematika tersebut terutama saat mengadakan panggilan
kepada pihak berpengadilan, sering kali yang dipanggil tidak dapat dihadirkan di
pengadilan. Demikian pula dalam melakukan penyitaan jaminan atas perintah
Ketua Majelis, dan sita eksekusi atas perintah ketua Pengadilan, seringkali
penyitaan mendapatkan perlawanan dari pihak tertentu, sehingga tugas kejurusitaan
3Vide pasal 40 ayat (1) dan (2)  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
4Olden Bidara, et. all, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), h. 21-22.
4tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai yang disebutkan dalam pasal 103 Undang-
Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga hal ini
menarik untuk diteliti guna mengetahui berbagai faktor kendala yang dihadapi.
Dengan penelitian ini pula akan diketahui bagaimana proses kerja
kejurusitaan, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi serta upaya untuk
pencarian solusi atas peroblematika kejurusitaan di Kantor Pengadilan Agama
Sungguminasa Gowa.
B. Rumusan Masalah
Berdasar pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka sebagai
masalah pokok yang hendak diteliti adalah bagaimana problematika kejurusitaan
dalam menangani perkara berdasarkan ketentuan pasal 103 Undang-Undang RI
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada kantor Pengadilan Agama
Sungguminasa Gowa?
Berdasarkan masalah pokok yang telah ditetapkan, maka sebagai rincian
masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana proses pelaksanaan kejurusitaan berdasarkan pasal 103 Undang-
Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada kantor Pengadilan
Agama Sungguminasa Gowa?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kejurusitaan di
Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa?
3. Bagaimana hasil pelaksanaan kejurusitaan pasal 103 Undang-Undang RI
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada kantor Pengadilan Agama
Sungguminasa Gowa?
5C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional
Istilah problematika yang mengawali judul skripsi ini berasal dari bahasa
Inggris yaitu problematic yang artinya persoalan atau masalah.5 Sedangkan dalam
bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang
menimbulkan permasalahan.6 Jadi, problematika yang dimaksud dalam skripsi ini
adalah persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pelaksanaan
kejurusitaan yang diembang oleh jurus sita.
Jurusita dalam skripsi ini, termasuk jurusita pengganti adalah PNS pada
Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, yang yang bertugas untuk
melakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara di
pengadilan, apabila panggilan atau pemberitahuan baik itu untuk sidang, eksekusi
atau penyitaan tidak dilakukan oleh jurusita maka perkara tersebut putusannya
batal demi hukum,7 karena hanya jurusita yang berhak menurut undang-undang
untuk melakukan tugas tersebut, yakni menangani perkara di Pengadilan Agama.
Perkara adalah persoalan yang disidangkan di Pengadilan Agama, yakni
perkara perdata agama meliputi perkawinan misalnya pembatalan perkawinan,
cerai/talak, harta bersama dan selainnya seperti persoalan kewarisan, wasiat,
hibah, dan wakaf.
5John M. Echols dan Hasan Sadili, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2005), h. 612.
6Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonsia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2012), h. 941.
7Olden Bidara, dkk., Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Jakarta:
Mahkamah Agung RI, 2008), h. 54.
6Pengadilan Agama mengacu kepada makna lembaga peradilan dalam
lingkungan Mahkamah Agung, yang bertugas untuk penegakan keadilan,
melaksanakan proses persidangan, bagaimana keadilan harus ditegakkan.
Pengadilan Agama, berfungsi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama.8 Pengadilan Agama yang dimaksud dalam skripsi ini adalah
Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai lembaga peradilan untuk
menegakkan keadilan bagi yang berperkara.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Berdasarkan batasan definisi operasional yang telah dikemukakan, maka
ruang lingkup penelitian ini, adalah pada segi-segi persoalan yang dihadapi para
jurusita yang melaksanakan tugasnya melakukan pemanggilan dan pemberitahuan
kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa
Kabupaten Gowa.
Untuk penelitian lebih lanjut maka skripsi ini memberikan gambaran
tentang proses pelaksanaan kejurusitaan, faktor pendukung dan penghambat
kejurusitaan, serta hasil yang dicapai dari pelaksanaan kejurusitaan berdasarkan
pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada
kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.
8Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), h. 21.
7D. Kajian Pustaka
Tidak mudah menemukan literatur berisi kajian pustaka yang secara
sepsifik membahas tentang kejurusitaan. Ini disebabkan persoalan kejurusitaan
tidak banyak mendapat perhatian dari para sarjana hukum dibandingkan dengan
bidang tugas hukum lainnya di pengadilan, disamping itu bidang kejurusitaan ini
kurang diajarkan secara mendalam dalam pendidikan ilmu hukum. Padahal,
bidang tugas kejurusitaan merupakan hal yang sangat penting dan sangat
menentukan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Suatu
perkara tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik dan benar menurut hukum,
tanpa peran dan bantuan tugas di bidang kejurusitaan. Hakim tidak mungkin
dapat menyelesaikan perkara tanpa dukungan jurusita/jurusita pengganti,
sebaliknya jurusita/jurusita pengganti juga tidak mungkin bertugas tanpa perintah
hakim. Keduanya dalam melaksanakan tugasnya tidak mungkin lepas sendiri-
sendiri, kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain.
Namun demikian, terdapat beberapa karya berupa skripsi maupun buku-
buku lain yang terkait dengan penelitian penulis, akan tetapi memiliki perbedaan
yang mendasar, sehingga apa yang penulis teliti merupakan sesuatu yang baru.
Skripsi Muhammad Syukri, Panitra dan Jurusita dalam Melaksanakan Tugas
Peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa, tahun 2007, merumuskan
kesimpulan bahwa antara panitra dan juru di Pengadilan Agama Sungguminasa
saling bersinergi dalam melaksnakan tugas sehingga proses pengadilan berjalan
secara efektif.9 Dengan demikian skripsi Muhammad Syukri tersebut berkaitan
9Muhammad Syukri, Panitra dan Jurusita dalam Melaksanakan Tugas Peradilan di
Pengadilan Agama Sungguminasa (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan
Hukum Islam,  2007), h. 76.
8dengan penelitian penulis karena di dalamnya dibahas tentang tentang tugas
jurusita di Pengadilan Agama Sungguminasa.
Selain skripsi, ditemukan pula penjelasan secara teoretis tentang jurusita
dalam berbagai literatur pustaka, seperti buku berjudul Kedudukan, Kewenangan
dan Acara Peradilan Agama karya M. Yahya Harahap, yang di dalamnya
menguraikan tentang tafsiran harta bersama dan permasalahannya, serta prosedur
penyelesaiannya berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Literatur lain
yang terkait, seperti, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, oleh Abd. Manan, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,
oleh A. Mukti Arto,  dan Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,
oleh M. Yahya Harahap, yang secara varsial di dalam buku-buku tersebut terdapat
uraian tentang kejurusitaan.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Memberi gambaran akurat dan konprehensif tentang proses pelaksanaan
kejurusitaan berdasarkan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama pada kantor Pengadilan Agama Sungguminasa
Gowa.
b. Mendeskripsikan berbagai menjadi faktor pendukung dan penghambat
kejurusitaan di Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk kemudian dicarikan
solutifnya.
9c. Merumuskan hasil pelaksanaan kejurusitaan berdasarkan pasal 103 Undang-
Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada kantor
Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan ilmiah, diharapkan penelitian ini memberi ilmu pengetahuan tentang
problematika kejurusitaan yang seharusnya didicarikan solusi untuk kemudian
dikembangkan, yang dengannya sehingga dapat bermanfaat sebagai wadah
saling bertukar informasi dan gagasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
terutama yang berkaitan dengan persoalan kejurusitaan, untuk dijadikan bahan
telaah sehingga dapat dicermati dan didiskusikan lebih lanjut demi
perkembangan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu syar’i
pada khususnya.
b. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini menjadi motivasi bagi seluruh
pihak, terutama para jurusita untuk senantiasa menggunakan strategi yang
efektif dalam kegiatan kejurusitaan senantiasa terjadi peningkatan kinerja yang
tinggi dan melaksanakan tugas sebaik mungkin dalam rangka berbakti kepada
bangsa dan negara melalui kegiatan kejurusitaan.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Pengertian dan Urgensi Jurusita
Jurusita terdiri atas dua suku kata, juru adalah orang yang pandai dalam
suatu pekerjaan, bisa juga berarti kecakapan dan kecermatan.1 Sedangkan sita
adalah perihal mengambil dan menahan barang,2 jika dikaitkan dengan lembaga
peradilan maka jurusita di sini berarti orang yang pandai dan cermat menahan
barang yang diperkarakan.
Secara terminologi jurusita adalah orang yang yang bertugas untuk
melakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara di
pengadilan.3 Apabila panggilan atau pemberitahuan baik itu untuk sidang,
eksekusi atau penyitaan tidak dilakukan oleh jurusita maka perkara tersebut
putusannya batal demi hukum.
Jurusita termasuk jurusita penggantu salah satu fungsionaris dan
merupakan jabatan fungsional yang ikut berperan dalam penanganan mekanisme
serta organisme peradilan.4 Di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama
terdapat petugas yang termasuk kelompok kerja fungsional yang disebut jurusita
dan jurusita pengganti.
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2013), h. 482.
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1078.
3Olden Bidara, dkk., Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Jakarta:
Mahkamah Agung RI, 2008), h. 54.
4Mahkamah Agung RI, Praktek Kejurusitaan Pengadilan (Jakarta: Direktorat Jenderal
Kejusutaan, 2011), h. 6.
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Disebutkan dalam undang-undang bahwa jurusita adalah pegawai negeri
yang melakukan tugas kejurusitaan sebagaimana ditentukan Pasal 6 (1) Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum atau Pasal 103 (1)
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menerangkan
bahwa masing-masing jurusita tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
yakni Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Mentri Agama atas usul
Ketua Pengadilan. Adapun jurusita pengganti adalah pelaksana tugas kejurusitaan
pada Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama yang diangkat dan diberhentikan
oleh Ketua Pengadilan.
Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas dan penjelasannya lebih
lanjut, dipahami bahwa jurusita atau jurusita pengganti adalah pegawai negeri
yang memang sengaja diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas
kejurusitaan di Pengadilan di mana ia bertugas. Untuk dapat diangkat menjadi
jurusita pada Pengadilan Agama, seseorang calon harus memenuhi persyaratan: a.
warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau
yang sederajat; f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita
pengganti; dan g. sehat jasmani dan rohani.5 Sementara, untuk syarat jurusita
pengganti adalah sama dengan jurusita untuk poin a, b, c, d, e, g, dengan
pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri sipil pada
5Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.,
Pasal 39 ayat (1) .
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Pengadilan Agama.6 Sedangkan, bunyi sumpah jurusita/jurusita pengganti adalah
sama dengan sumpah panitera,7 sehingga dipahami bahwa jurusita atau jurusita
pengganti adalah adalah bagian dari kepaniteraan pada lembaga pengadilan.
Kepaniteraan merupakan unsur pembantu pimpinan dan bertanggung jawab
kepada ketua, bertugas memberikan pelayanan tehnis di bidang administrasi
perkara dan administrasi peradilan lain berdasar undang-undang dan berfungsi
antara lain kegiatan pelayanan administrasi perkara dan persidangan serta
pelaksanaan putusan perkara perdata dimana jurusita terlibat di dalamnya.
Secara jelas dipahami di sini bahwa jurusita merupakan jabatan atau job di
lingkungan peradilan terutama di Pengadilan Agama yang kedudukannya sangat
urgen. Urgensi jurusita tersebut tidak terlepas dari kedudukan Pengadilan Agama
sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang telah dikukuhkan pada
kedudukan dan eksistensinya dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 63 ayat (1)
huruf a  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 44
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal
10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dirinci adanya 4 lingkungan peradilan
yaitu: a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; dan d.
Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan tentang
kedudukan dan fungsi serta lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa dan
6 Vide pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
7 Vide pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
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mengadili sengketa perkara yang timbul dalam hukum perkawinan bagi mereka
yang beragama Islam. Begitu pula dalam pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 ditegaskan bahwa putusan dalam semua
lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, dapat diajukan kasasinya ke
Mahkamah Agung.
Namun demikian, kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama sebelum
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih berada di
bawah bayang-bayang dan subordinasi Pengadilan Negeri. Hal ini tampak dari
ketentuan pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyatakan: “Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan
oleh Pengadilan Umum”. Ketentuan itu diperparah dengan adanya pasal 36
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari
Undang-Undang tersebut yang menyatakan: “Panitera Pengadilan Agama
selambat-lambatnya 7 hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri
untuk dikukuhkan”.
Selanjutnya, ayat (2) pasal tersebut menyatakan pengukuhan dimaksud ayat
(1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata “dikukuhkan” dan ditandatangani
oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.8
Kemudian, panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah
diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu
kepada Pengadilan Agama. Hal ini menjadikan Peradilan Agama sebagai
8M. Yahya Harahap, Kedudukan , Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama (Cet. II;
Jakarta: Pustaka Kartini, 2006), h. 33-34.
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peradilan yang semu, tidak hakiki eksistensinya. Pengadilan Agama memang ada
tetapi seakan-akan  tidak ada. Namun dengan telah diundangkannya Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukan Pengadilan
Agama yang semula berada dalam posisi sebagai pengadilan semu menjadi badan
peradilan dalam arti yang sesungguhnya, karena lembaga pengukuhan telah
dihapus oleh Undang-Undang tersebut.
Bahkan Pengadilan Agama dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama,  ini telah mampu menjadikan dirinya sebagai badan
peradilan yang berwenang untuk melaksanakan putusannya sendiri karena telah
dilengkapi dengan fungsi kejurusitaan yang mandiri. Sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 38 Undang-Undang ini: “Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan
adanya jurusita dan jurusita Pengganti.” Dengan demikian Peradilan Agama telah
sejajar dengan peradilan yang lain. Di sinilah peran jurusita dan jurusita pengganti
yang dengan kehadirannya memperkuat kedudukan Peradilan Agama atau saat ini
adalah Pengadilan Agama.
B. Tugas dan Fungsi Kejurusitaan
Jurusita termasuk jurusita pengganti bertugas melaksanakan semua
perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera. Ia
menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, somasi dan mem-
beritahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan
Undang-Undang. Atas perintah ketua pengadilan, jurusita/jurusita pengganti
melakukan penyitaan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas objek sengketa
yang disita beserta surat-suratnya yang sah. Membuat berita acara penyitaan, yang
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salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain
Badan Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP
10/1961, jo Pasal 198-1999 HIR). Melakukan penerimaan pembayaran uang
titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya. Dalam melaksanakan
tugasnya, ia dibatasi pada wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan.9
Jurusita memiliki tugas tertentu dan beberapa fungsi yang diperankan
dalam lembaga peradilan. Tugas-tugas jurusita dalam menangani perkara
sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.
2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pem-
beritahuan penetap-an atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan
ketentuan undang-undang.
3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan.
4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan.10
Selain tugas-tugas di atas, menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
bahwa jurusita juga mempunyai tugas untuk melakukan pemanggilan, melakukan
tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan,
membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran pembayaran
9Olden Bidara dkk Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan., h. 21-22.
10Republik Indonesia, Undang Nomo 7 Tahun 1989, pasal 103 serta Undang-undang
Nomor 2 tahun 1986 pasal 65.
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uang, serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan
menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan.11
Dalam pada itu,  jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum
Pengadilan yang bersangkutan. Tentang wewenang jurusita sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 65 (2) UU No. 2 Tahun 1986 dan Pasal 103 (2) UU No. 7
Tahun 1989. Di sini dijelaskan secara lebih spesifik, pada Pengadilan Agama,
jurusita/jurusita Pengganti memiliki tugas-tugas yang lebih rinci, karena
jurusita/jurusita Pengganti pada pelaksanaan tugasnya lebih menitikberatkan pada
bidang pekerjaan teknis, tugas-tugasnya tersebut meliputi:
1. Bertanggungjawab atas sah dan patut tugas kejurusitaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
2. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam tugas jurusita pengganti
secara vertikal dan horizontal;
3. Melaksanakan surat perintah Ketua Pengadilan untuk melaksanakan
penyitaan terhadap obyek sengketa tertentu dalam perkara;
4. Betanggungjawab terhadap misi dan visi serta integritas citra pengadilan
yang terkait dengan pelaksanaan tugas kejurusitaan;
5. Meneliti instrument dan PHS yang diterima terutama hari dan tanggal
sidang serta alamat para pihak yang akan dipanggil;
6. Mempersiapkan blanko-blanko dan surat kejurusitaan yang akan
disampaikan kepada pihak yang berkepentingan;
11Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/055/BK/X/1996 tentang Tugas
dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
pasal 5.
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7. Membuat surat panggilan (relaas) yang akan disampaikan kepada pihak
yang bersangkutan;
8. Menyampaikan surat-surat kejurusitaan kepada alamat yang bersangkutan;
9. Dalam menyampaikan surat pemanggilan dengan memperhatikan alokasi
waktu sidang agar klasifikasi surat menjadi patut;
10. Mengupayakan penyampaian surat kejurusitaan agar benar-benar diterima
oleh pihak yang berhak atau yang berwenang sehingga klasifikasi surat menjadi
sah;
11. Berusaha menyampaikan surat kejurusitaan pada saat waktu dan tempat
yang tepat agar berhasil guna dan berdayaguna;
12. Membuat dan menandatangani berita acara penyitaan;
13. Menyerahkan salinan resmi berita acara penyitaan kepada pihak yang
berkepentingan;
14. Menyerahkan surat-surat yang telah menjadi akta otentik kepada pihak yang
berkepentingan;
15. Menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang
situasi di lapangan;
16. Memberikan informasi kepada pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.12
Demikian macam-macam pengaturan dan kemungkinan yang harus
dilakukan selama pemeriksaan sedang berjalan dan belum selesai. Sebagai aparat
12Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/055/BK/X/1996 tentang Tugas
dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
pasal 6.
18
hukum pendukung pengadilan, tanggung jawab jurusita/jurusita Pengganti dalam
konteks kelembagaan adalah kepada Ketua Pengadilan dimana secara
administratif bertanggung jawab kepada Panitera sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 8 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/055/SK/X/1996, sebagai
berikut:
1. Dalam hal ditunjuk melakukan eksekusi, jurusita atau jurusita pengganti
bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.
2. Dalam hal melaksanakan perintah pemanggilan/penyampaian pengumuman,
tegoran, protes-protes dan pemberitahuan, jurusita atau jurusita pengganti
bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan/Ketua Sidang.
3. Dalam hal melakukan sita, jurusita atau jurusita pengganti bertanggung
jawab pada Ketua Pengadilan/Ketua Sidang.13
Apabila dilihat dalam Pasal 198 R.O tugas dan wewenang jurusita ialah
melakukan pemberitahuan pengadilan, pengumuman, protes-protes dan exploit-
exploit lain yang bersangkutan ataupun tidak bersangkutan dengan perkara yang
sedang dalam proses, juga untuk mengadakan segala macam panggilan, teguran
dan pemberitahuan tentang kapan dimulainya perkara atau instruksi yang
bersangkutan dengan perkara perdata ataupun perkara pidana dan menjalankan
semua exploit untuk melaksanakan perintah-perintah hukum, keputusan hakim
dan arrest-arest baik dalam perkara perdata maupun pidana.
Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang
bersangkutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pasal 104 Undang-undang No. 7
13Mahkamah Agung RI, Praktek Kejurusitaan Pengadilan (Jakarta: Direktorat Jenderal
Kejusutaan, 2011), h. 8.
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 66 Undang-undang No. 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum telah mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan tugas jurusita diatur oleh Mahkamah Agung. Juga bisa
dilihat dalam HIR pasal 388 sampai 391.
Perlu diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh jurusita harus sesuai
dengan apa yang ditugaskan kepadanya, karena tugas-tugas tersebut termasuk
dalam pengawasan dari Mahkamah Agung dengan melihat kemampuan di bidang
tekhnis dan administrasi, demikian pula moralitas dan perilakunya. Tugas-tugas
pengawasan tersebut disebutkan dalam pasal 49 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989
bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedakah.
Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 disebutkan bahwa
tugas-tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Jika
dicermati kedua ketentuan ini, tampak adanya perbedaan di mana pada ketentuan
Undang-Undang tentang Peradilan Agama tidak mencantumkan kata menerima.
Namun, perbedaan tersebut bukanlah bersifat pertentangan karena pada
prinsipnya cakupan dari kata memeriksa termasuk di dalamnya adalah proses
menerima. Karena dalam ketentuan hukum acara perdata, menerima berarti bahwa
perkara yang masuk telah memenuhi syarat formal sebuah gugatan. Sedang dalam
cakupan memeriksa haruslah diawali dengan menerima. Karena itu, memeriksa
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berarti terlebih dahulu melalui proses seleksi formal termasuk tugas dari jurusita
di lingkungan Pengadilan Agama. Karena itu, pada prinsipnya fungsi utama
Pengadilan Agama adalah pada segi-segi penerimaan perkara, pemeriksaan
perkara, putusan perkara dan pelaksanaan putusan, yang dalam berbagai fungsi
Pengadilan Agama ini, jurusita terlibat di dalamnya, yakni jurusita demikian pula
jurusita pengganti bersinergi dengan berbagai pihak di Pengadilan Agama dalam
proses pelaksanaan putusan.
C. Kedudukan Jurusita dalam Menangani Perkara Berdasarkan Pasal 103
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Jurusita atau jurusita Pengganti merupakan bagian dari pelaksana tugas
Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata mempunyai
peran yang tidak kalah penting dengan pejabat lain di Pengadilan, karena
keberadaannya diperlukan sejak belum dimulainya persidangan hingga
pelaksanaan putusan Pengadilan. Oleh karena itulah pemahaman dan penguasaan
bidang teknis peradilan sangatlah penting dikuasai oleh para pejabat peradilan,
termasuk jurusita/jurusita pengganti.
Sebelum adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama untuk menjalankan paksa putusan (eksekusi) oleh jurusita, termasuk sita
jaminan (conservatoir beslag) atau sita untuk mendapatkan kembali barangnya
(revindicatoir-beslag) masih harus meminta bantuan kepada badan Peradilan
umum (fiat eksekusi). Namun dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama setiap putusan Pengadilan Agama tidak perlu lagi
meminta bantuan atau pengukuhan oleh Peradilan Umum melainkan dapat
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dilaksanakan langsung oleh Pengadilan Agama, termasuk dalam perihal jurusita
yang kedudukannya sangat signifikan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang RI
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 103 tersebut terdiri atas
atas dua poin yakni tentang tugas jurus sita dan wewenang jurus sita, yang
selengkapnya adalah sebagai berikut:
Pasal 103
(1) Jurusita bertugas:
a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan
pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara
berdasarkan ketentuan undang-undang;
c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang
bersangkutan.14
Kemudian pada pasal 104 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan tugas jurusita diatur oleh Mahkamah Agung, tugas tersebut
dalam struktur organisasi Peradilan Agama memiliki koordinasi dengan Panitera,
dimana kedudukan tugasnya membantu Panitera, sebagaimana disebutkan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa, "Dalam
melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil
Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan
beberapa orang jurusita."15
14Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, pasal 103.
15Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, pasal 26 ayat 2.
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Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka peran jurusita/jurusita pengganti
pada Pengadilan Agama semakin kuat dan kokoh, serta memberikan kontribusi
penting dalam menangani perkara.
Sebelum adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, untuk menjalankan paksa putusan (eksekusi) oleh jurusita (deuwarder),
termasuk sita jaminan (conservatoir beslag) atau sita untuk mendapatkan kembali
barangnya (revindicatoir-beslag) masih harus meminta bantuan kepada badan
Peradilan umum.16 Namun dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama setiap putusan oleh Pengadilan Agama tidak perlu lagi
meminta bantuan atau pengukuhan oleh Peradilan Umum, termasuk dalam perihal
jurusita karena Pengadilan Agama saat ini telah memiliki jurusita tersendiri yang
kedudukannya sama dengan jurusita pada pengadilan lain walaupun tugas masing-
masing-berbeda. Tugas jurusita di Pengadilan Agama berbeda dengan tugas
jurusita di Pengadilan Umum dalam menangani perkara sampai ditetapkan
putusan di pengadilan.
Putusan di pengadilan menyangkut hukum acara perdata dikenal dua
macam putusan, yaitu putusan akhir (eindvonnis) dan putusan sela (tussenvonnis).
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa
oleh hakim, sedangkan putusan sela adalah yang diadakan sebelum hakim
memutuskan perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah
16Roihan A. Rasyid, Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama (Jakarta:
Pedoman Ilmu Jaya, 2009), h. 6-7.
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pelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam putusan sela ada dua jenis putusan yaitu
putusan praeparatoir, yaitu Putusan yang tidak mempengaruhi akan bunyi
putusan akhir, dan putusan interlocutoir yaitu putusan yang dapat mempengaruhi
bunyi putusan akhir.17 Sedangkan putusan hakim menurut sifatnya dikenal tiga
macam putusan, yaitu:
1. Putusan declaratoir, yaitu putusan yang bersifat hanya menerangkan,
menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa A adalah anak
angkat yang sah dari X dan Y, atau bahwa A, B, dan C adalah ahli waris dari
almarhum X.
2. Putusan constitutif, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum
atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya, adalah putusan
perceraian, putusan yang menyatakan seorang jatuh pailit.
3. Putusan condemnatoir, yaitu putusan yang berisi penghukuman. Misalnya,
di mana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut
bangunan rumahnya, membayar utang.18
Pada umumnya dalam suatu putusan hakim memuat beberapa macam
putusan, atau dengan lain perkataan merupakan penggabungan dari putusan
declaratoir dan putusan constitutif atau penggabungan antara putusan declaratoir
dengan putusan condemnatoir dan sebagainya.
17R. Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Bandung: Sumur
Bandung, 2003), h. 127.
18Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 2.
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Dalam hal pemanggilan pihak-pihak petugas dan kewajibannya diatur
dalam pasal 388 H.I.R. (Herziene Inlandsch Reglement), bahwa:
1. Untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan sekalian surat jurusita
yang lain, juga untuk melakukan perintah hakim dan putusan hakim, sama-sama
berhak dan diwajibkan sekalian jurusita dan pesuruh yang bekerja pada majelis
pengadilan dan pegawai kuasa hukum.
2. Jika tidak ada orang demikian itu, maka ketua majelis pengadilan, yang
dalam pegangannya surat jurusita itu akan dijalankan, harus menunjukkan seorang
yang patut dan boleh dipercayai untuk pekerjaan itu.
Dalam pasal 390 H.I.R. menentukan, bahwa:
1. Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus
disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau
tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala
desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat jurusita itu
kepada orang itu sendiri; akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum.
2. Tentang orang yang sudah mati, maka surat jurusita itu disampaikan
kepada ahli warisnya; jika ahli waris itu tidak diketahui, maka disampaikan
kepada kepala desa atau bek di tempat tinggal yang terkemudian dari orang yang
mati itu di Indonesia; maka kepada desa atau bek itu harus berbuat sebagaimana
teratur pada ayat di atas ini. Jika orang yang mad itu masuk golongan orang timur
asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan tercatat kepada balai harta
peninggalan.
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3. Tentang orang yang tidak diketahui tempat diamnya atau tinggalnya dan
tentang orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan kepada
bupati, yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal orang yang menggugat
dan dalam perkara pidana, yang dalam pegangannya berkedudukan hakim yang
berhak; bupati itu memaklumkan surat jurusita dengan menempelkan pada pintu
yang terbesar di tempat persidangan hakim yang berhak.19
Sebagai pejabat peradilan, keberadaan Jurusita diatur di dalam undang-
undang (Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN) sedangkan
bekerjanya diatur dalam hukum acara (RBg /HIR). Salah satu cara untuk
memperkuat peran dan fungsi jurusita/jurusita pengganti pada Pengadilan Agama
antara lain, bidang yuridis formal, bidang teknis yudisial, sarana dan prasarana.
Bidang yuridis formal telah ada sejak Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama disahkan menjadi Undang-undang, secara yuridis
peran dan fungsi jurusita/jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama telah
mempunyai payung hukum, tinggal lagi bagaimana ia menjalankan tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Bidang teknis yudisial, peran dan fungsi jurusita/jurusita Pengganti pada
Pengadilan Agama juga telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama dan secara teknis diatur dalam HIR dan R.Bg.
namun, teknis pelaksanaannya terkadang belum mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan tersebut, masih banyak jurusita/jurusita pengganti
yang menyimpang dari hukum acara dan masih banyak pula panggilan yang
19Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 3-4.
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disampaikan kepada para pihak tidak patut. Oleh sebab itu, untuk memperkuat
peran dan fungsi jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama diperlukan
pembinaan tenaga teknis bidang kejurusitaan secara berkala.
Kemudian dalam bidang sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama
juga sangat mempengaruhi peran dan fungsi jurusita/jurusita pengganti, untuk
memperkuat tugas pokok dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti, Pengadilan
Agama perlu juga menyediakan sarana dan prasarana yang cukup bagi seorang
jurusita/jurusita pengganti. Tidak sedikit jurusita/jurusita pengganti yang
memanggil para pihak dengan menggunakan ojek karena tidak mempunyai
kendaraan dinas, selain itu jarak yang jauh dan cenderung melewati banyak
rintangan seperti kemacetan sangat rentan dengan gangguan keamanan bagi
seorang jurusita/jurusita pengganti. Sebaiknya, melihat kondisi tersebut, maka
kelengkapan sarana dan prasarana bagi seorang jurusita/jurusita pengganti pada
Pengadilan Agama adalah sebuah keniscayaan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dalam jenis penelitian kualitatif
berkaitan dengan inkuiri naturalistik, alamiah, dan interaksionis simbolik, yang
bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku.1 Di sini penulis lebih menekankan pada jenis penelitian
kualitatif yang fokus pada kegiatan observasi. Observasi digunakan untuk
menyelidiki hubungan atau untuk menguji hipotesis.2 Dengan demikian,
penelitian observasi di sini dilakukan dengan  bentuk eksploratif, deskriptif dan
penjelasan (explanatory atau confirmatory).
Punaji Setyosari dan Bobbi Kerling menyatakan bahwa penelitian
eksploratif, deskriptif, yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam bentuk
analisis explanatory atau confirmatory, diperlukan pengujian analisis kualitatif
untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian data.3 Dalam pada itu, maka di
sini penulis hanya menekankan pada jenis analisis kualitatif yang memerlukan
analisis deksriptif yang bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan
problematika kejurusitaan di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa
1Lihat Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet.VIII; Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2000), h. 6.
2Sugiyono, Metode Penelitian Observasi (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8.
3Lihat Punaji Setyosari, Metode Penelitian dan Pengembangannya (Jakarta: Kencana,
2010), h. 34. Bandingkan dengan Bobbi Kerlin, Qualitative and Quantitative Research (Boston:
Allyn and Bacon, Inc, 2002), h. 17.
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dalam kaitannya dengan implementasi Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Penelitian kualitatif sebagaimana yang telah disebutkan menekankan
observasi, karena itu diperlukan lokasi penelitian sebagai medan dan sasaran
observasi. Dengan adanya lokasi penelitian, maka tentu saja penelitiannya
dikategorikan sebagai field research, yakni penelitian lapangan. Sugiono
menyatakan bahwa pada umumnya penelitian lapangan dilaksanakan dengan
metode observasi yang bertujuan untuk menemukan kejadian-kejadian relatif,
distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan penyelidikan
secara langsung pada lokasi yang dijadikan sasaran penelitian.4 Berkaitan dengan
itulah, maka penelitian ini selain sejenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di
lapangan, yakni di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.
B. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan dalam penelitian diarahkan kepada pengungkapan pola
pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam
ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam
menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Metode pendekatan
biasanya disesuaikan dengan bidang profesi peneliti, namun tidak tertutup
kemungkinan peneliti menggunakan multidisipliner.5 Dilihat dari judul dan inti
permasalahan yang diteliti maka pendekatan utama yang digunakan dalam
4Sugiono, Metode Penelitian: Penerapannya dan Strategi yang Digunakan (Cet.I;
Bandung: Alfabeta, 2010), h. 7.
5UIN Alauddin Makassar, Pendoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis,
Disertasi, Edisi Revisi (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 11.
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penelitian ini, merujuk pada ilmu syar’i yakni teori-teori ilmu hukum Islam yang
landasan pada maqāṣid al-syarī’ah dan bidang ilmu lain yang mendukung
sehingga penelitian ini bersifat interdisipliner atau multidisipliner dengan
menonjolkan pendekatan sosiologis, hukum dan yuridis.
Landasan teori maqāṣid al-syarī’ah yang berarti tujuan dan maksud
syariah, yakni perwujudan kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi manusia untuk dunia
dan akhirat. Al-Syāṭibi mengemukakan bahwa hakikat maqāṣid al-syarī’ah adalah
untuk menarik manfaat dan menolak mudarat dalam kehidupa manusia. Karena
kemaslahatan manusia terdiri dari beberapa hal yang bersifat ḍarūriyah, ḥājiyah
dan taḥsiniyah.6 Dengan landasan maqāṣid al-syarī’ah, akan diketahui teori-teori
yang mendasari pelaksanaan kejurusitaan implikasinya lebih lanjut di Kantor
Pengadilan Agama Sungguminasa.
Adapun yang dimaksud pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang
menganalisa kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan antara orang-orang
dalam masyarakat. Di dalam menelaah masyarakat manusia akan banyak
berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil seperti
kelompok keluarga atau kelompok desa, mayarakat kota, bangsa dan lain-lain.
Dalam kelompok tersebut merupakan tempat kekuatan-kekuatan sosial
berhubungan, berkembang, mengalami disorganisasi, memegang peranan, dan
6Abū Isḥaq al-Syāṭbiy, al-Muwāfiqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, juz II (Bairūt: Dār al-
Ma’rifah, t.th), h. 5-6. Yang dimaksud dengan al-ḍarūriyah ialah segala sesuatu yang mutlak ada
demi kehidupan dan kesejahteraannya di dunia dan akhirat. Sedangkan ḥājiyah ialah
terpenuhinya segala kebutuhan manusia dalam bentuk fasilitas sehingga kehidupan manusia
terhindar dari kesulitan (masyaqqah). Selanjutnya taḥsīniyah ialah segala hal yang turut
menyempurnakan kehidupan manusia secara layak menurut akal dan tradisi serta terhindarnya
kehidupan manusia dari cacat dan kekurangan.
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seterusnya, sehingga menimbulkan pola pergaulan yang dinamakan interaksi
sosial.7 Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai
kebaikan dan keburukan. Dengan pendekatan sosiologis sangat membantu dalam
penelitian untuk memahami problematika kejurusitaan di kantor Pengadilan
Agama Sungguminasa.
Di samping pendekatan sosiologis, digunakan pula pendekatan hukum
yuridis yang karena masalah yang diteliti adalah tentang tugas jurus sita yang
berkaitan dengan hokum dan perundangan-undangan yang berlaku maka kaidah
yang digunakan adalah syari’ah dan fikih. Di samping itu tentunya, digunakan
pendekatan teologis normatif.8 Pendekatan syari’ah dan fikih digunakan untuk
menemukan bagaimana esensi perkara yang ditangani oleh jurus sita di Kantor
Pengadilan Agama Sungguminasa. Selanjutnya digunakan pendekatan teologis
normatif untuk mengetahui kesesuaian ajaran Islam dan adat atau norma-norma
yang berlaku dalam menyelesaikan perkara sebagai tugas jurusita di Kantor
Pengadilan Agama Sungguminasa.
Penonjolan metode-metode pendekatan seperti yang telah disebutkan,
sangat relevan dalam pembahasan skripsi ini dalam upaya meneliti problematika
kejurusitaan dalam menangani perkara di Kantor Pengadilan Agama
Sungguminasa berdasarkan ketentuan dalam pasal 103 Undang-Undang RI
Nomo3 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7Lihat Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafinda Persada,
2007), h. 102.
8Pendekatan teologis normatif, bila obyek kajiannya dibahas berdasarkan norma-
norma keagamaan yang diyakini kebenarannya. Lihat Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian
Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 107.
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C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian terdiri atas dua, yakni data primer dan
skunder. Data primer bersumber dari semua jurusita di Kantor Pengadilan Agama
Sungguminasa, baik PNS maupun maupun yang masih hononer, yang berdasarkan
data observasi awal di lapangan jurus sita PNS sebanyak 5 orang dan non PNS 3
orang sehingga informan utama dalam penelitian ini sebanyak 8 orang jurusita.
Selain data primer, diperlukan pula data sekunder yang tidak kalah
pentingnya dan sangat menentukan validitas penelitian. Sumber skunder ini,
semua pejabat Pengadilan Agama Sungguminasa, para hakim, panitra, dan staf
yang dijadikan informan sesuai kebutuhan. Data skunder lainnya adalah bahan-
bahan tertulis, buku, majalah, sumber dari arsip, dokumen resmi tentang
kejurusitaan di lingkungan Pengadilan Agama.
D. Metode Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian, terdapat dua hal utama yang mempengaruhi
kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas kualitas pengumpulan data dan
instrumen penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara
yang digunakan untuk mengumpulkan data yang ditemukan di lapangan,
sedangkan kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan
realibilitas instrumen.
Adapun metode pengumpulan data sekaligus prosedur yang dilakukan
dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, terdiri atas pengamatan/
observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi.
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1. Pengamatan/observasi
Pengamatan/observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan
langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi
penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitian
mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau
kondisi kegiatan kejurusitaan kejurusitaan dan problematika kejurusitaan, serta
hasil atau output dari kejurusitaan itu dalam upaya menyelesaikan perkara di
Pengadilan Agama Sungguminasa.
Pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dilakukan terhadap
sejumlah aktivitas jurusita dan hasil yang telah dicapai kemudian diidentifikasi
berbagai faktor pendukung dan kendala untuk dicarikan solutif dalam upaya lebih
mensinergikan kinerja kejurusitaan.
2. Wawancara/intervieu
Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan data awal yang berkaitan dengan
permasalahan yang harus diteliti dan untuk mendapatkan informasi yang akurat di
lapangan terhadap beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini
dilanjutkan dengan wawancara tertruktur.9 Sebagai obyek atau responden/
informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah jurusita di Pengadilan
Agama Sungguminasa.
9Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat
dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. Lihat Winarto
Suracmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung; Tarsito, 2009), h. 157.
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Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk
menggali informasi yang berhubungan dengan problematika kejurusitaan dan
implementasinya lebih lanjut di lapangan, dan hasil yang telah dicapai. Karena itu,
untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara terstruktur
dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) dan wawancara
bebas. Data hasil wawancara digunakan sebagai alat untuk menambah dan
memperkuat analisis hasil penelitian ini.
3.  Studi dokumen/kajian kepustakaan
Penggunaan studi dokumen/kajian pustaka dalam penelitian ini
dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal yang tersedia dalam bentuk dokumen
(tertulis) yang sulit diperoleh melalui wawancara. Selain itu, penggunaan studi
dokumen dimaksudkan sebagai kajian sumber pustaka (filed research) untuk
mendalami hal-hal yang berhubungan dengan problematika kejurusitaan.
E. Instrumen Penelitian
Instumen penelitian merupakan alat, sarana, dan pedoman khusus yang
digunakan dalam penelitian. Dalam kaitannya dengan kedudukan peneliti di sini,
sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalis, dan penafsir serta
menjadi pelapor hasil penelitian. Sehingga peneliti atau penulis di sini bertindak
sebagai observasi partisipasi, karena melibatkan peneliti atau observer secara
langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi, peneliti bertindak sebagai
observer, artinya peneliti merupakan bagian dari kelompok instrumen yang
diteliti. Sebagai konskuensinya, peneliti harus merumuskan instrumen yang lebih
akurat untuk dijadikan acuan lebih lanjut.
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Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan dalam melakukan
observasi, yaitu check list, rating scale, anecdotal record, dan mechanical device,
catatan berkala.
a. Check list, merupakan suatu daftar yang berisikan nama-nama responden dan
faktor- faktor yang akan diamati.
b. Rating scale, merupakan instrumen untuk mencatat gejala menurut tingkatan-
tingkatannya.
c. Anecdotal record, merupakan catatan yang dibuat oleh peneliti mengenai
kelakuan-kelakuan luar biasa yang ditampilkan oleh responden.
d. Mechanical device, merupakan alat mekanik yang digunakan untuk memotret
peristiwa-peristiwa tertentu yang ditampilkan oleh responden.10
Khusus penggunaan catatan berkala, penulis gunakan di berbagai situasi
dan keadaan saat penelitian berlangsung, terutama saat menginput data, saat
survei dan saat berinteraksi dengan responden/informan melalui wawancara.
Catatan berkala yang penulis sediakan berisi kata kunci melalui katalog11 dan
indeks,12 bibliografi,13 yang kemudian penulis membuat semacam kartu catatan
meliputi kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu ulasan dengan berpedoman pada
satu ketentuan khusus yang penulis gunakan sendiri.
10Winarto Suracmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, h. 257-258.
11Katalog adalah carik kartu, daftar, atau buku yang memuat nama benda atau informasi
tertentu yang ingin disampaikan, disusun secara berurutan, teratur dan alfabetis.
12Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan
(biasanya pada bagian akhir) tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai
halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan.
13Bibbliografi adalah daftar buku atau karangan dari seorang pengarang atau daftar
tentang sesuatu obyek ilmu.
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Setelah proses memperoleh data dari hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi data sesuai dengan
permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan diolah dengan
metode analisis data yang diperlukan sehingga ditemukan kesimpulan peneliltian
yang akurat. Metode analisis data yang dimaksud di sini, adalah jalan yang
ditempuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan
pemerincian terhadap objek yang diteliti atau cara penanganan terhadap suatu
objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu
dengan pengertian yang lain guna memperoleh kejelasan mengenai halnya.14
Setelah itu, perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut dalam bentuk telaah atau studi
kritis guna penajaman dan objektifitas akurat data.
Metode pengolahan data yang dilakukan, berdasar pada metode deskriptif,
yakni sebuah metode yang mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada,
misalnya tentang sesuatu yang diteliti, satu hubungan kegiatan, pandangan, sikap
yang nampak atau proses yang sedang berlangsung.15 Setelah data
terdeskripsikan, langkah selanjutnya adalah mengalisis ulang dengan mencari
faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu,16 yang
dalam penelitian ini lebih fokus pada analisa dan pengolahan data yang berkaitan
dengan problematika kejurusitaan.
14Lihat Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: Rajawali Press, 1979), h. 59.
15Lihat Winarno Surachmad, Pengantar Metodologi Penulisan Ilmiah (Bandung: CV.
Carsito, 2000), h. 131.
16Lihat Moh. Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 68.
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengolahan dan analisis data
untuk mencapai keabsahan data tersebut dalam kerangka penelitian kualitatif,
yaitu nilai subyektivitas, metode pengumpulan dan sumber data penelitian.
Namun banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa
hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian
kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi boleh
jadi mengandung kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa
kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang kredible akan mempengaruhi hasil
akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan
keabsahan data penelitian.
Keabsahan data sebagai bagian dari teknik pengolahan dan analisis data
dalam penelitian ini, dilakukan melalui tahap pengecekan kredibilitas data dengan
teknik:
1. Perssistent observasion, untuk memahami gejala/peristiwa yang men-
dalam, dilakukan pengamatan secara berulang-ulang. Dengan demikian,
problematika kejurusitaan yang dilakukan oleh para jurusita diamati secara terus
menerus selama penelitian.
2. Triangulasi (triangulation), mengecek balik derajat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh dengan triangulasi sumber dan teknik. Di sini akan dicek
ulang data yang ditemukan tentang problematika kejurusitaan. Pengecekan
tersebut melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk kemudian
direlevansikan kebenarannya.
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3. Member check, diskusi teman sejawat secara langsung pada saat
wawancara dan secara tidak langsung dalam bentuk penyampaian rangkuman hasil
wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti. Teman diskusi penulis di sini, adalah
yang memahami problematika kejurusitaan di Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Referential adequacy check, pengecekan kecukupan referensi dengan
mengarsip data yang terkumpul selama penelitian di lapangan. Dalam hal ini,
berbagai literatur tentang problematika kejurusitaan dan implementasinya
dikumpulkan sebanyak mungkin sehingga dapat menjadi rujukan yang akurat
dalam penelitian.
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BAB IV
REALITAS PROBLEMATIKA KEJURUSITAAN
DALAM MENANGANI PERKARA PADA KANTOR
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa,
Kabupaten Gowa dan karena obyek penelitian adalah kejurusitaan, yakni
pelaksanaan tugas jurusita maka tentu saja wilayah hukum Kabupaten Gowa
dijadikan lokasi penelitian sebagai medan kerja jurusita. Perkara cerai/talak
misalnya di berbagai kecamatan Kabupaten Gowa harus dipanggil melalui
jurusita, pemanggilan tersebut dilakukan jurusita sampai ke daerah/dusun
terpencil sekalipun sehingga peta wilayah Kabupaten Gowa menjadi lokasi
penelitian, namun penulis hanya membatasi di Kota Sungguminasa saja dan lebih
fokus pada kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, yang beralamat di Jalan
Mesjid Raya Nomor 25 Kecamatan Somba Opu, Kota Sungguminasa Kabupaten
Gowa Sulawesi Selatan, telp, 0411-864928, fax 0411-864298.
Pengadilan Agama Sungguminasa, sebelumnya 1960-an disebut dengan
Mahkamah Syari’ah. Akan tetapi setelah adanya undang-undang Peradilan
Agama, penyebutan nama tersebut telah diseragamkan menjadi Pengadilan
Agama untuk seluruh Indonesia.1 Pengadilan Agama merupakan tingkat pertama,
dan untuk tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi Agama, serta Mahkamah
Agung sebagai puncak badan peradilan agama, sebagaimana halnya badan
1Departemen Agama RI, Sketsa Peradilan Agama (Jakarta, Ditjen Binbaga Islam,
2000), h. 5
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peradilan yang lainnya. Ketentuan ini tersebut dalam Undang-undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Lebih jelasnya, Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk Pangadilan
Agama Sungguminasa, yang menjadi landasan operasionalnya di-dasarkan pada :
1. Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan
kehakiman
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama
Lebih khusus lagi tentang landasan operasional Pangadilan Agama
Sungguminasa didasarkan pada:
1. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957, tentang pembentukan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura
2. Penetapan Menteri Agama nomor 6 tahun 1958 tentang pembentukan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku
dan Irian Jaya.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 dan 96 tahun
1982, tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan.
Pangadilan Agama Sungguminasa mempunyai kompetensi absolut yang
kongkrit sebagaimana dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1987, dan sebagai lembaga yudikatif tingkat pertama, Pengadilan
Agama Sungguminasa memiliki visi yakni: “Terwujudnya Pangadilan Agama
Sungguminasa yang berwibawa, terhormat dan dihormati”. Berwibawa
maksudnya adalah, lembaga pengadilan yang bermartabat dan disegani,
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sedangkan dihormati maksudnya adalah, lembaga pengadilan yang mulia bagi
pencari keadilan. Sedangkan missinya adalah: “Pangadilan Agama Sungguminasa
mewujudkan pelayanan cepat, sederhana, dan biaya ringan, meningkatkan kinerja
jabatan dan meningkatkan sumber daya manusia, dan sarana prasarana.”2
Pelayanan cepat maksudnya, memberikan pelayanan kepada masing-masing
pencari keadilan dengan waktu yang singkat, tidak berlama-lama dan
membosankan, sederhana maksudnya tidak memberatkan bagi pencari keadilan,
dan biaya riangan maksudnya adalah tidak memberatkan pencari keadilan dalam
biaya perkara.
Adapun struktur organisasi Pangadilan Agama Sungguminasa dapat
dilihat dalam bagan sebagai berikut:
2Visi dan missi tersebut di atas, dapat dilihat pada Papan Informasi Pangadilan Agama
Sungguminasa, tahun 2013.
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Ketua
Hakim-HakimWakil Ketua
Panitra / Sekretaris
Wakil Panitra Wakil Sekretaris
Panitra Muda
Hukum
Panitra Muda
Permohonan
Panitra Muda
Gugatan
Kaur
Kepegawaian
Kaur
Keuangan
Kaur
Umum
Jurusita
Penggugat
Umum
Panitra
Pangganti
Umum
Struktur Organisasi Pangadilan Agama Sungguminasa
Sumber Data : Papan Informasi
Kantor PA Sungguminasa, tahun 2013.
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Struktur tentang susunan Pangadilan Agama Sungguminasa yang
disebutkan di atas sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun
1989 terdiri dari: a. Pimpinan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua;3 2. Hakim
Anggota; 3. Panitera; 4. Sekretaris;4 5. Jurusita.
Untuk kelengkapan perangkat struktur organiasi, maka Pangadilan
Agama Sungguminasa dalam menjalankan fungsi utamanya didukung oleh
pejabat sebagai berikut: Ketua; Wakil Ketua; Hakim; Panitera; Wakil Panitera;
Panitera Muda Gugatan; Panitera Muda Permohonan; Panitera Muda Hukum;
Panitera Pengganti; Jurusita/Jurusita Pengganti; Sekretaris; Wakil Sekretaris;
Kepala Urusan Kepegawaian; Kepala Urusan Keuangan; Kepala Urusan Umum.
Masing-masing unsur dalam struktur tersebut memiliki tugas dan
wewenang, sebagaimana yang dijelaskan berikut:
1. Ketua Pengadilan Agama
Dalam struktur kepemimpinan Pengadilan Agama, Ketua menempati
puncak piramida dengan tanggung jawab penuh bagi terselenggaranya tugas-
tugas Pengadilan Agama dalam lingkup kewenangannya. Meski demikian, tidak
berarti bahwa Ketua mempunyai hak untuk mengintervensi persidangan perkara.
3Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa pimpinan
Pengadilan Agama adalah Ketua dan Wakil Ketua.
4Meskipun dalam Undang-Undang sekretaris adalah jabatan yang terpisah dari
Panitera, bahkan diatur tersendiri dalam pasal 43 Undang-Undang ini, yang membawahi Wakil
Sekretaris, namun dalam praktek jabatan ini masih dirangkap oleh Panitera, sehingga Panitera
sekaligus juga Sekretaris. Praktek ini merata di seluruh Pengadilan di Indonesia, kecuali di
Mahkamah Agung RI.
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Hakim mempunyai kemandirian penuh untuk menyidangkan perkara, bebas dari
pengaruh pihak mana pun. Kemandirian Hakim ini dijamin oleh undang-undang.
Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, menetapkan perkara
yang harus diadili berdasarkan nomor urut. Namun, jika terdapat perkara
tertentu yang menyangkut kepentingan umum,  maka perkara itu harus
didahulukan. Ketua mengawasi kesempurnaan  pelaksanaan penetapan atau
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketua
mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim,
panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya. Masuk dalam  ruang
lingkup ini adalah pengawasan terhadap jalannya peradilan untuk menjaga agar
peradilan terselenggara dengan seksama dan sewajarnya. Untuk keperluan ini,
Ketua dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang
perlu.5
Sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam sebuah pengadilan tingkat
pertama, Ketua Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
Mahkamah Agung.6 Sebelum melaksanakan tugas ia dilantik oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama selaku pimpinan pengadilan tingkat banding.
Untuk menjamin bahwa ketua pengadilan akan melaksanakan tugasnya
dengan amanah dan penuh tanggung jawab, sebelum memangku jabatan ia
diwajibkan untuk mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Bunyi sumpah
5Lihat pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
6Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Mahkamah Agung RI,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Jakarta, Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama, 2006), h. 7.
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itu menurut pasal 16 ayat (2) Undang-Undang RI tentang Pengadilan Agama
Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut:
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban
hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala
peraturan perUndang-Undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta berbakti kepada nusa dan
bangsa.”7
Selaku hakim, Ketua Pengadilan Agama, tidak boleh merangkap jabatan
sebagai: a. pelaksana putusan pengadilan; b. wali, pengampu, dan pejabat yang
berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau c. pengusaha. Di
samping itu, Ketua juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai advokat. Lebih
lanjut, jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Ketua diatur dengan Peraturan
Pemerintah.8
Dengan hormat, Ketua Pengadilan Agama dapat diberhentikan dari
jabatannya karena: a. permintaan sendiri; b. sakit jasmani atau rohani terus-
menerus; c. telah berumur 62 tahun; atau d. ternyata tidak cakap dalam
menjalankan tugasnya. Dan  jika meninggal dunia, ia dengan sendirinya
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. Sementara,
pemberhentian dengan tidak hormat dapat dilakukan terhadap Ketua jika Ketua:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; b. melakukan
7Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, h. 8.
8 Pasal 17 ayat (1,2,3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
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perbuatan tercela; c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan
tugas pekerjaannya; d. melanggar sumpah jabatan; atau e. melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 (Undang-Undang Nomor 3 Thun 2006).9
Namun demikian, Ketua masih diberi kesempatan untuk membela diri di
hadapan Majelis Kehormatan Hakim, apabila diusulkan untuk diberhentikan
tidak dengan hormat, kecuali atas alasan dipidana karena bersalah melakukan
tindak pidana kejahatan.
Ketua Pengadilan Agama hanya dapat ditangkap atau ditahan atas
perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung,
kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b.
disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
mati; atau c. Disangka telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.10
2. Wakil Ketua
Sebagai unsur pimpinan, Wakil Ketua adalah orang kedua dalam kerucut
piramida  struktur kepemimpinan di Pengadilan Agama. Ia bertugas membantu
ketua dalam tugasnya sehari-hari. Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal
ketua berhalangan dan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya. Ketentuan
lain mengenai larangan rangkap jabatan, pemberhentian dengan hormat atau
tidak hormat, pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim, ketentuan
mengenai penangkapan, dan bunyi sumpah, sama antara Ketua dan Wakil Ketua.
9Pasal 18 ayat (1-2) dan 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
10Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
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Bedanya, Wakil Ketua Pengadilan Agama dilantik dan diambil sumpahnya oleh
Ketua Pengadilan Agama.11
Akhir-akhir ini, dalam kerangka memberdayakan jabatan Wakil Ketua,
tugas-tugas pengawasan lebih mendapat porsi untuk ditanganinya.  Wakil Ketua
diberi tambahan tugas sebagai koordinator para hakim pengawas bidang,
sehingga tugas Ketua sebagai pengawas lebih terbantu, dan pengawasan
terhadap seluruh kinerja pengadilan berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Hakim
Hakim adalah jabatan sangat penting dalam institusi pengadilan, tak
terkecuali Pengadilan Agama. Di tangannya tugas dan fungsi utama pengadilan
dilaksanakan, yaitu: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam.
Banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk mejadi seorang Hakim
Pengadilan Agama, yaitu: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c.
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. sarjana syari’ah
dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; f. sehat jasmani dan
rohani; g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan h. bukan
bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk
organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30
September/Partai Komunis Indonesia. Di samping juga, harus memenuhi
11Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, h. 9.
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persyaratan sebagai pegawai negeri sipil yang berasal dari calon hakim, dan
berumur paling rendah 25 tahun.12
Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua
Mahkamah Agung.13 Sama seperti Ketua dan Wakil Ketua, hakim juga
mengucapkan sumpah jabatan dengan bunyi yang sama pula. Sumpah itu
diucapkan di hadapan Ketua Pengadilan Agama.14 Ketentuan mengenai rangkap
jabatan, pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, pembelaan
diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim, dan penangkapan, sama dengan
Ketua dan Wakil Ketua.15
Dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang menyidangkan perkara, hakim
membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi
segala hambatan agar dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970), mendamaikan
pihak-pihak yang bersengketa, memimpin persidangan (bagi Hakim Ketua) dan
aktif dalam persidangan (bagi Hakim Anggota). Hakim juga bertugas memonitor
berkas perkara, dengan pengertian menyusun dokumen yang berkenaan dengan
suatu perkara menjadi dokumen resmi dan sah, mengawasi pelaksanaan putusan,
memberikan pengayoman kepada pencari keadilan, menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 ayat (1)
12Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, h. 8.
13Vide pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
14Vide pasal 16 ayat (1) dan (2)  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
15Vide pasal 17 ayat (1), (2)  dan pasal 19 ayat (1-3), serta pasal 25 huruf a-c  Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006.
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970),16 dan mengawasi para advokat dalam
wilayah hukumnya.
4. Panitera
Tugas penyelenggaraan administrasi perkara dan kesekretariatan di
Pengadilan Agama menjadi tanggung jawab Panitera. Dalam posisi itu Panitera
mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan para panitera pengganti.
Dengan dibantu oleh para panitera pengganti, ia membantu hakim dengan
menghadiri dan mencatat jalannya persidangan, menyusun berita acara
persidangan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, membuat semua
daftar perkara yang diterima di kepaniteraan, membuat salinan atau turunan
penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan perUndang-Undangan
yang berlaku, bertanggung jawab dalam pengurusan berkas perkara, putusan,
dokumen, akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat
bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Ia juga bertugas
memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir, membuat akta-akta,
melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan,
pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara.17
Apabila pencari keadilan bermaksud untuk mengajukan upaya hukum,
panitera bertugas mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi atau peninjauan kembali.
16Lihat Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang
Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2002), h. 450.
17Lihat Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Cet. I;
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), h. 23-24.
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Dalam hal terjadi eksekusi terhadap objek sengketa yang telah diputus
dan telah berkekuatan hukum tetap, panitera bertugas melaksanakan,
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan eksekusi tersebut
kepada Ketua Pengadilan Agama. Di samping juga, melaksanakan dan
mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan/diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama, menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya
kepada Ketua Pengadilan Agama.18
Dengan sedemikian terpusatnya sistem administrasi dan kesekretariatan
Pengadilan Agama ini, maka dalam rekruitmen untuk menjadi panitera,
persyaratan ketat diterapkan dengan maksud agar pejabat panitera benar-benar
bertugas sebagaimana mestinya sehingga tugas dan fungsi pengadilan dapat
terlaksana dengan baik. Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
panitera dipersyaratkan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c.
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. sarjana syari’ah
dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; f. berpengalaman paling
singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera
muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi
Agama; dan g. sehat jasmani dan rohani.19
Sebagai pejabat pembuat akta otentik, panitera perlu dijabat oleh orang
yang dapat dipercaya, berdedikasi, dan bertanggung jawab, karena itu panitera
18Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Cet. I; Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2006), h. 24.
19 Vide pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
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sebelum melaksanakan tugasnya perlu mengucapkan sumpah menurut agama
Islam yang berbunyi:
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya
ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara
apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada
siapapun juga”.
“Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau
tidak langsung  dari siapapun  suatu janji atau pemberian”.
“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan
serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala Undang-
Undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”.
“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini
dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan
berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera yang berbudi baik dan jujur
dalam menegakkan hukum dan keadilan”.20
6.  Wakil Panitera
Dengan begitu besarnya volume pekerjaan panitera, perlu pejabat yang
membantu kelancaran, efektifitas dan efisiensi tugas-tugas tersebut. Karena itu
tugas wakil panitera pada prinsipnya adalah membantu panitera untuk secara
langsung membina, meneliti dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas
administrasi perkara, antara lain keterlibatan dalam mengisi buku register
perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain; melaksanakan tugas panitera
apabila panitera berhalangan, dan juga melaksanakan tugas-tugas yang
didelegasikan kepadanya. Meski demikian, sebagai pejabat kepaniteraan, tugas-
20Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), h.15.
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tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
pengadilan tetap merupakan tugas yang harus dijalankan wakil panitera.21
Persyaratan untuk menjadi wakil panitera sama dengan panitera, untuk
poin a, b, c, d, e, dan g, dan berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan
Agama.22 Wakil panitera juga mengucapkan sumpah dengan bunyi yang sama
dengan sumpah yang diucapkan oleh panitera.23
7. Panitera Muda Gugatan
Sebagai pejabat yang melaksanakan administrasi perkara, panitera muda
gugatan mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang
masih berjalan dan uruasan lain yang berhubungan dengan masalah perkara
gugatan. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di
kepaniteraan gugatan. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku
daftar disertai catatan singkat tentang isinya. Menyerahkan salinan putusan
kepada para pihak yang berperkara apabila dimintanya. Menyiapkan berkas
yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Menyerahkan arsip
berkas perkara kepada panitera muda hukum. Berkait dengan bagian dari tugas
kepaniteraan, panitera muda gugatan juga membantu hakim dengan mengikuti
dan mencatat jalannya sidang pengadilan.24
21 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, h. 24-25.
22 Vide pasal 29 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
23Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, h.15.
24Lihat Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, h.25.
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Dengan tanggung jawab yang tidak seberat panitera atau wakil panitera,
panitera muda gugatan memiliki persyaratan yang lebih ringan. Persyaratan
untuk menjadi panitera muda gugatan sama dengan panitera, untuk poin a, b, c,
d, e, dan g, dan berpengalaman paling singkat 2 (tiga) tahun sebagai panitera
pengganti Pengadilan Agama.25 Panitera muda gugatan juga mengucapkan
sumpah dengan bunyi yang sama dengan sumpah yang diucapkan oleh
panitera.26
8. Panitera Muda Permohonan
Jabatan ini setingkat dengan panitera muda gugatan. Dalam jajaran
kepaniteraan, ia melaksanakan tugas sebagaimana panitera muda gugatan dalam
bidang perkara permohonan. Termasuk dalam hal ini adalah permohonan
pertolongan pembagian warisan di luar sengketa, dan permohonan legalisasi
akta ahli waris di bawah tangan. Berkait dengan bagian dari tugas kepaniteraan,
panitera muda permohonan juga membantu hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang pengadilan.
Persyaratan untuk menjadi panitera muda permohonan sama dengan
panitera, untuk poin a, b, c, d, e, dan g, dan berpengalaman paling singkat 2
(tiga) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama.27 Panitera muda
permohonan juga mengucapkan sumpah dengan bunyi yang sama dengan
25Vide pasal 31 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
26Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, h.15.
27Vide pasal 31 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
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sumpah yang diucapkan oleh panitera sebagaimana yang penulis telah
disebutkan sebelumnya.
9. Panitera Muda Hukum
Setingkat di bawah jabatan wakil panitera, di samping dua jabatan
terakhir, adalah jabatan panitera muda hukum yang bertugas: Mengumpulkan,
mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan
perkara, menyimpan arsip berkas perkara. Mengumpulkan, mengolah dan
mengkaji serta menyajikan data hisab, rukyat, penelitian serta melaporkannya
kepada pimpinan. Ia juga membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang pengadilan.28
Persyaratan untuk menjadi panitera muda hukum sama dengan panitera,
untuk poin a, b, c, d, e, dan g, dan berpengalaman paling singkat 2 (tiga) tahun
sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama.29 Panitera muda permohonan
juga mengucapkan sumpah dengan bunyi yang sama dengan sumpah yang
diucapkan oleh panitera.30
10. Panitera Pengganti
Tugas utama panitera pengganti adalah membantu hakim dengan
mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Di samping juga membantu
hakim dalam hal: Membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita
jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang
28Mukti Arto, Praktek Pengadilan Agama, h. 25-26.
29Vide pasal 31 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
30 Vide pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
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berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan/
penetapan. Ia melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan dalam hal
ini kepada petugas meja kedua untuk dicatat dalam register perkara tentang
adanya: Penundaan hari sidang serta alasan-alasannya, perkara yang sudah putus
beserta amar putusannya, dan kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-
biaya dalam proses perkara tersebut. Ia juga menyerahkan berkas perkara
kepada panitera muda gugatan/permohonan selaku petugas meja ketiga bila
telah selesai diminutasi.31
Untuk menjadi panitera pengganti dipersyaratkan: a. warga negara
Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d.
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; e. sarjana syari’ah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum
Islam; f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai pada
Pengadilan Agama; g. sehat jasmani dan rohani.32 Panitera pengganti juga
mengucapkan sumpah dengan bunyi yang sama dengan sumpah yang diucapkan
oleh panitera.
11. Jurusita/Jurusita Pengganti
Secara teoretis pengertian, tugas dan kedudukan jurusita Pengadilan
Agama telah dikemukakan dalam penelitian ini pada bab II terdahulu. Pada
dasarnya jurusita tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah
31Lihat Olden Bidara dkk, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1993), h. 21-22.
32Vide pasal 33 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
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Agung atas usul Ketua Pengadilan Agama. Sedangkan jurusita pengganti
diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.
Jurusita/jurusita pengganti di Pengadilan Agama Sungguminasa bertugas
melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua
sidang dan panitera. Jurusita/jurusita pengganti menyampaikan pengumuman-
pengumuman, teguran-teguran, somasi dan memberitahukan putusan pengadilan
menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Atas perintah ketua
pengadilan, jurusita/jurusita pengganti melakukan penyitaan dan dengan teliti
melihat lokasi batas-batas objek sengketa yang disita beserta surat-suratnya
yang sah. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita/jurusita pengganti dibatasi
pada wilayah Pengadilan Agama Sungguminasa, yang terdiri atas 18 wilayah
kecamatan sebagaimana dalam tabel 1 halaman berikut.
Pada tabel tersebut, diketahui bahwa bila ditinjau dari segi luasnya,
maka Kecamatan Tombolo Pao dan Parangloe merupakan dua wilayah
kecamatan terluas masing-masing seluas 251,82km2 dan 221,26 km2, kemudian
kecamatan yang terkecil adalah Bajeng Barang seluas 19,04km2 sebagaima
dalam tabel:
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Tabel 1
Wilayah Kerja Kejurusitaan Pengadilan Agama Sungguminasa
No. Wilayah Kecamatan Luas (KM2) Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Bontonompo
Bontonompo Sel
Bajeng
Bajeng Barat
Pallangga
Barombong
Somba Opu
Bontomarannu
Patallassang
Parangloe
Manuju
Tinggimoncong
Tombolo Pao
Parigi
Bungaya
Bontolempangan
Tompobulu
Biringbulu
30,30
29,24
60,09
19,04
48,24
20,67
28,09
52,63
84,96
221,26
91,90
142,87
251,82
132,76
175,53
142,46
132,54
218,84
Dataran rendah
Dataran rendah
Dataran rendah
Dataran rendah
Dataran rendah
Dataran rendah
Dataran rendah
Dataran rendah
Dataran rendah
Dataran tinggi
Dataran tinggi
Dataran tinggi
Dataran tinggi
Dataran tinggi
Dataran tinggi
Dataran tinggi
Dataran tinggi
Dataran tinggi
Sumber Data : Kantor BPS Kabupaten Gowa, tahun 2012, sama dengan data
yang penulis temukan di Kantor Pengadilan Agama
Sungguminsa, tahun 2013
Berdasarkan hasil pencatatan aparat pemerintahan (registrasi
penduduk) Kabupaten Gowa tahun 2013, berjumlah 594.423 jiwa yang
tersebar pada 18 Kecamatan dengan jumlah bervariasi.33 Hal ini terlihat dari
kepadatan penduduk perkecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah
33Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Gowa dalam Angka; Gowa In Figures
(Gowa: BPS Gowa dan Bappeda Gowa, 2013), h. 23.
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Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng dan
Bajeng Barat, yang wilayahnya hanya 11,42 persen dari seluruh wilayah
Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 44,55 persen penduduk. Sedangkan
wilayah kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, parangloe, Manuju,
Barombong, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bugayya,
Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu yang meliputi sekitar 88,58
persen wilayah Kabupaten Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,55 persen
penduduk.34 Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan
pertumbuhan penduduk.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan jumlah
penduduk, dan ini merupakan salah satu modal (asset) pembangunan bagi
Kabupaten Gowa yang setiap tahun mengalami peningkatan, yang sampai saat
ini penduduk asli Kabupaten Gowa adalah orang-orang suku Makassar dan
beragama Islam. Selain penduduk asli, terdapat pula suku-suku lain yaitu
Bugis, Mandar, Toraja, Jawa dan sebagainya. Selain yang beragama Islam ada
pula yang beragama Kristen dan Katolik, namun yang menjadi wilayah
personifikasi untuk Pengadilan Agama Sungguminasa secara personal hanya
mereka yang beragama Islam jika bersengketa dan dihadapkan pada
persidangan baik menyangkut perkara perkawinan, persoalan talak/cerai, harta
bersama, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam.
34Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Gowa dalam Angka; Gowa In Figures,
h.24.
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B. Proses Pelaksanaan Kejurusitaan Berdasarkan Pasal 103 Undang-
Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada
Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa
Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa selama ini senantiasa memiliki
program yang berpihak kepada masyarakat umum dalam memberikan pelayanan
keadilan, ini dapat dilihat dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013 Pengadilan
Agama Sungguminasa sebagai tahun keempat dari Rencana Strategis (RJPM 5
tahunan) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan
jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran. Untuk merealisasikan tahapan
perencanaan lima tahunan tersebut, disusunlah perencanaan tahunan untuk Tahun
2013 dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai langkah lanjutan
Pengadilan Agama Sungguminasa dalam membangun sebuah sistem pelayanan
yang berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan penerapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dengan mengoptimalkan peran teknologi informasi,
juga sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan
yang terjadi.35 Dalam kaitan Drs. H. Hasanuddin, M.H., menyatakan:
Tahun 2013, PA Sungguminasa fokus pada peningkatan kualitas putusan dan
percepatan penyelesaian perkara serta melanjutkan pemantapan supporting
unit untuk terlaksananya pelaksanaan kinerja dalam meningkatkan
profesionalisme hakim, pembinaan dan pengawasan akan terus diupayakan
yang merupakan langkah organisasi guna merealisasikan beberapa
perencanaan sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, di
antaranya peningkatan dan percepatan penyelesaian perkara yang ditangani
oleh hakim dan kejurusitaan.36
35Pengadilan Agama Sungguminasa, Rencana Kinerja Tahunan: 2013 (Sungguminasa:
Kaur Umum  PA Sungguminasa, 2013), h. 2.
36Hasanuddin, Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Sungguminasa,
tanggal 16 Maret 2013.
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Implementasi peningkatan percepatan dan penyelesaian perkara kejuru-
sitaan sebagaimana yang dimaksud Drs. H. Hasanuddin, MH dalam wawancara di
atas, dapat lihat dari proses pelaksanaan kejurusitaan yang termaktub dalam pasal
103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni
melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, menyampaikan
pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau
putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang,
melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan, membuat berita acara
penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang ber-
kepentingan.
Dalam hal proses melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua
Sidang, Abdul Aziz, SH menyatakan bahwa,
Ketua sidang dalam hal ini hakim yang memimpin sidang sedang
diperkarakan di Pengadilan Agama Sungguminasa, sesuai dengan prosedur
mengamanatkan kepada jurusita untuk mengimformasikan kepada pihak
bersengketa agar menyampaikan informasi berkaitan dengan perkara yang
ditangani. Informasi tersebut sejak awal adalah berita pemanggilan kepada
yang berperkara sampai selesainya diputuskan perkara tersebut berupa berita
putusan dari hakim yang mensidangkan perkara.37
Dengan demikian dipahami bahwa selama proses pengadilan berlangsung
jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa senantiasa bekerja sesuai dengan
tugasnya, yakni mengimformasikan kepada pihak bersengketa tentang berita
terkait dengan perkara yang disidangkan.
37Abdul Aziz, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Sungguminasa,
tanggal 18 Maret 2013.
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Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa selain memberi
informasi, yakni melakukan pemberitahuan dan pengumuman jurusita di
Pengadilan Agama Sungguminasa juga melakukan, pemanggilan, penyampaian
putusan, melakukan peringatan dan atau teguran, dan melakukan penyitaan bila
ada sengketa. Penyitaan ini dilalukan bilamana yang diperkarakan adalah sengketa
harta bersama. Tugas-tugas jurusita seperti yang disebutkan ini sesuai dengan
pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Khusus tentang tata cara melakukan pemanggilan dan pemberitahuan yang
diupayakan oleh jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan
keterangan yang dikemukakan Purnama Santi, adalah sebagai berikut
Jurusita atau jurusita pengganti di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam
melakukan pemanggilan atau pemberitahuan selama ini, adalah dengan cara
menyampaikan langsung pada yang bersangkutan sendiri di tempat
kediamannya atau di tempat tinggalnya. Apabila yang bersangkutan tidak
dijumpai, maka pemanggilan atau pemberitahuan disampaikan pada kepala
desa/kelurahan setempat. Apabila yang bersangkutan sudah meninggal dunia
maka disampaikan pada ahli warisnya. Apabila ahli warisnya tidak dikenal
maka relaas panggilan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal
terakhir orang yang dipanggil.38
Keterangan lain yang penulis peroleh bahwa apabila pada waktu
melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan, jurusita tidak bertemu dengan yang
dipanggil dan juga tidak bertemu dengan pejabat yang berwenang, maka
pemanggilan/pemberitahuan harus diulangi pada watu lain.39 Selanjutnya apabila
38Purnama Santi, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara,
Sungguminasa, tanggal 16 Maret 2013.
39Ahmad Husain, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara,
Sungguminasa, tanggal 18 Maret 2013.
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pihak yang dipanggil/diberitahu atau pejabat yang berwenang menerima
pemanggilan/pemberitahuan tidak mau menandatangani relaas pemanggilan/
pemberitahuan jurusita memberikan catatan pada relaas panggilan/pemberitahuan
bahwa yang bersangkutan tidak mau menandatangani relaas tersebut.40 Dengan
demikian proses kejurusitaan di Pengadilan Agama Sungguminasa senantiasa
berjalan mulai dari awal penyelesaian perkara sampai pada proses pelaksanaan
putusan pengadilan, sehingga dipahami bahwa kinerja kejurusitaan Pengadilan
Agama Sungguminasa sesuai dengan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kejurusitaan di Pengadilan Agama
Sungguminasa
Jurusita dan jurusita pengganti adalah aparat Peradilan dalam hal ini
sebagai pejabat fungsional seperti panitera yang tugasnya adalah membantu hakim
dalam proses beracara di peradilan sehingga putusan yang dilakukan hakim juga
putusan berkualitas, adil dan biaya ringan. Dalam menjalankan tugasnya, terutama
tugas kejurusitaan ditemukan faktor pendukung maupun penghambat sebagaimana
yang penulis temukan di Pengadilan Agama Sungguminasa.
1. Faktor Pendukung
Ditinjau dari faktor pendukungnya, kedudukan jurusita memiliki landasan
hukum yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan
40Purnama Santi, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, Hasil
Wawancara, Sungguminasa, tanggal 16 Maret 2013. Demikian pula yang dikemukakan Abdul
Aziz, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa, Hasil Wawancara, Sungguminasa, tanggal 18
Maret 2013
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secara baik dan benar sehingga tidak keluar dari aturan normatifnya. Landasan
hokum tersebut disebutkan dalam pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama antara lain bahwa jurusita harus melaksanakan
perintah ketua sidang yang mengadili perkara dan menyampaikan informasi yang
diperkarakan kepada pihak berperkara.
Dengan adanya landasan hukum tersebut maka jurusita pengadilan
mempunyai kode etik sama seperti hakim dan panitera yang harus dijunjung teguh
dan tidak boleh dilanggar dengan sengaja, sebab dari kode etik tersebut adalah
seperti rambu-rambu bagi jurusita supaya tidak melaksanakan tugas yang tidak
sesuai dengan koridor pekerjaannya. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dari
jurusita/jurusita pengganti haruslah terukur dan terpantau dalam sistem kerja di
dalam proses peradilan, sehingga tidak muncul kesalahan dalam melaksanakan
tugasnya.
Khusus di Pengadilan Agama Sungguminasa, ditetapkan kode etik yang
harus dilaksanakan oleh jurusita. Kode etik ini sekaligus menjadi faktor
pendukung kejurusitaan, yakni jurusita atau jurusita pengganti:
a. Wajib membantu majelis hakim, terutama dalam hal melaksanakan
pemanggilan dan pemberitahuan sesuai sasaran.
b. Wajib melaksanakan pemanggilan dan pemberitahun dan menuanggkannya
dalam berita acara atau relaas
c. Wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang perima
yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan
berdasarkan status sosial dan golongan.
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d. Wajib bersikap independen/tidak memihak, baik didalam kedinasan maupun
diluar kedinasan dan tetap memberikan pelayanan yang prima serta menjaga
dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
e. Bersikap adil yaitu tidak membeda-bedakan pencari keadilan dan dilarang
memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya
termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi istimewa.
f. Dilarang menjadi wali pengampu dari jabatannya dengan suatu perkara yang
ditangainya dan tidak boleh ikut menangani suatu perkara yang ada hubungan
kekelurgaan.
g. Dilarang menjadi penasehat hukum baik langsung atau tidak langsung.
h. Dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak berperkara
atau kuasanya dengan pimpinan Pengadilan dan majelis hakim.
i. Dilarang menjadi makelar kasus atau perantara perkara di Pengadilan.41
Agar pelaksanaan tugas kejurusitaan sesuai dengan pasal 103 Undang-
Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan
kode etik yang telah diinteren Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dalam
sekali setahun diadakan bimtek (bimbingan teknis). Bimtek ini juga menjadi
faktor pendukung terlaksananya kejurusitaan secara efektif. Pada kegiatan bimtek
disuguhkan materi tentang mulai dari tata cara pemanggilan, pelaksanaan sita
hingga kapita selekta kejurusitaan. Pada intinya bimtek bertujuan untuk memberi
pemahaman dan bekal kejurusitaan dan agar mereka terhindar dari pelanggaran
kode etik yang telah ditetapkan.
41Pengadilan Agama Sungguminasa, Rencana Kinerja Tahunan: 2013, h. 16-17.
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2. Faktor Penghambat
Dalam segi pelaksanaan tugasnya jurusita dan jurusita pengganti melakukan
tugas di luar sidang (lapangan), berbeda dengan hakim dan panitera pengganti yang
bertugas didalam ruangan sidang sehingga dipahami bahwa tugas kejurusitaan banyak
mengalami hambatan. Sesuai pengakuan beberapa jurusita di Pengadilan Agama
Sungguminasa bahwa,
Dalam menjalankan kejurusitaan di lapangan hambatan yang sering dialami
selain seringkali alamat yang berperkara susah ditemui, juga susahnya bertemu
langsung dengan yang berperkara, apalagi jika yang bersangkutan berada di
pelosok pedesaaan seperti di wilayah Kabupaten Gowa ini rata-rata dataran
tinggi, melewati gunung yang tinggi, ditambah lagi dengan sarana yang
digunakan terbatas, misalnya kendaraan dinas yang disediakan kantor sudah tua
tidak mampu sampai ke sasaran atau tujuan yang dialamatkan untuk melakukan
pemanggilan.42
Hambatan yang lain adalah terutama jika pemanggilan dilakukan kepada
yang tergugat cerai, karena pada awalnya mereka suami istri sama-sama alamat
dan serumah, namun saat hendak cerai mereka berpisah sehingga salah satunya
sangat sulit ditemukan alamatnya. Sementara itu, tugas untuk melakukan
panggilan harus dilaksanakan karena adanya ketentuan pasal 103 Undang-Undang
RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan kepada
jurusita untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat jurusita
yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan.
Dengan adanya faktor hambatan tersebut harus dipahami bahwa proses
penyelesaian suatu perkara yang ditangani oleh jurusita merupakan suatu tindakan
42Hasanuddin R, ST, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara,
Sungguminasa, tanggal 11 April 2013.
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hukum yang dilakukan oleh Pengadilan, sehingga semua tindakan yang
dilakukannya harus benar-benar dilakukan menurut hukum, yang mengatur untuk
itu. Artinya apabila melakukannya tidak berdasar hukum, maka akan berakibat
tindakan itu batal demi hukum, dan lebih jauh akan mengakibatkan seluruh proses
menjadi batal demi hukum, dan apabila hal ini terjadi, berapa kerugian yang akan
diderita, terutama oleh pihak-pihak pencari keadilan. Oleh karena itu semua
tindakan jurusita dalam melakukan suatu tindakan/perbuatannya terutama dalam
proses penyelesaian suatu perkara harus betul-betul berdasar dan menurut hukum
yang mengaturnya. Berdasarkan hal ini, maka solusi bagi jurusita maupun jurusita
pengganti sebagai salah satu pejabat peradilan dalam melakukan tugasnya
dituntut untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku agan perbuatannya tidak
sia-sia karena  jurusita/jurusita pengganti merupakan bagian dan suatu
kelengkapan bagi Pengadilan Agama, serta memiliki peran, tugas dan tanggung
jawab yang sangat penting dalam kelancaran dan keabsahan pelaksanaan tugas
pokok pengadilan dalam hal menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Solusi lain yang perlu ditawarkan karena jabatan sebagai jurusita ataupun
jurusita penggantu adalah amanah yang diberikan, maka tanggung jawab dan
kejujuran adalah modal utama yang harus dikedepankan dalam melaksanakan
tugas yang telah diamanahkan tersebut, tugas-tugas kejurusitaan tidak bisa dibuat
main-main karena memiliki posisi yang sangat urgen terkait dengan proses
jalannya persidangan atas suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.
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Dalam melaksanakan tugasnya seorang jurusita harus mempunyai “tiga tang”,
yakni tangkas, tangguh, dan tanggap. Tangkas adalah seorang jurusita harus
tangkas dalam menjalankan tugasnya, baik tugas di kantor maupun di luar kantor
sewaktu memanggil para pihak. Tangguh adalah seorang jurusita harus tangguh
dalam menghadapi segala hambatan, halangan, atau cobaan dari para pihak yang
berberkara. Tanggap adalah seorang jurusita harus tanggap dalam menghadapi
situasi dan keadaan, seoarng jurusita hasus tahu apa yang harus dilakukan atau
dikerjakan dalam menghadapi para pihak
Dengan demikian jurusita atau jurusita pengganti, diharapkan untuk
mengedepankan profesionalisme kinerja, dan tidak boleh terhenti hanya sebatas
pengetahuan bagaimana menyampaikan sebuah relaas kepada para pihak, akan
tetapi lebih jauh dari itu pengetahuan yang harus dikembangkan adalah
bagaimana agar mampu menjalankan tugas kejurusitaan secara luas, seperti
bagaimana menangani proses sita, eksekusi dan sebagainya.
C. Hasil Pelaksanaan Kejurusitaan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Kantor Pengadilan Agama
Sungguminasa Gowa
Berdasarkan observasi penulis di lapangan dan beberapa data yang penulis
himpun dari Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, ditemukan hasil bahwa
pelaksanaan kejurusitaan pasal 103 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, khususnya menyangkut perkara yang diselesaikan,
tergolong variatif dan terjadi pasang surut dipandang dari sudut kuantitas. Namun
perkara dominan yang penulis temukan dan diselesaikan oleh tenaga kejurusitaan
di Pengadilan Agama Sungguminasa, adalah pada perkara cerai talak dan cerai
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gugat. Perkara seperti ini dapat dilihat sejak empat tahun terakhir ini, yakni tahun
2010 sampai 2013 sebagaimana dalam tabel berikut ini.
Tabel 2
Perkara Cerai Talak yang Diselesaikan Kejurusitaan
Pengadilan Agama Sungguminasa
Tahun JumlahPerkara
Hasil Putusan
Dikabulkan Tidak Dikabulkan
Prekuensi Persentase Prekuensi Persentase
2010 41 34 82,93 7 17,07
2011 54 50 92,59 4 07,41
2012 45 42 93,34 3 06,66
2013 37 35 94,59 2 05,41
Jumlah 177 161 90,96 16 09,04
Sumber data : Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, tahun 2013
Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa selama 4 tahun di Pengadilan
Agama Sungguminasa, jurusita maupun jurusita pengganti telah terlibat dan
berpartasipasi aktif dalam menyelesaikan perkara cerai talak atau suami
menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak 177 dan hasil putusannya sebanyak
161 perkara atau 90,96 persen dikabulkan. Sedangkan 16 perkara atau 09,04
persen tidak dikabulkan artinya ditolak, tidak diterima, dicabut atau digugurkan
karena tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat yang diajukan di Pengadilan
Agama Sungguminasa.
Selanjutnya perkara cerai gugat yang diselesaikan di Pengadilan Agama
Sungguminasa dalam tahun yang sama, 2010 sampai 2013 dapat dilihat dalam
tabel berikut:
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Tabel 3
Perkara Cerai Gugat yang Diselesaikan Kejurusitaan
Pengadilan Agama Sungguminasa
Tahun JumlahPerkara
Hasil Putusan
Dikabulkan Tidak Dikabulkan
Prekuensi Persentase Prekuensi Persentase
2006 113 111 98,23 2 01,77
2007 131 129 98,47 2 01,53
2008 112 110 98,21 2 01,79
2009 110 109 99,10 1 00,90
Jumlah 466 459 98,50 7 01,50
Sumber data : Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, tahun 2013
Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa selama empat tahun,
Pengadilan Agama Sungguminasa dengan melibatkan tenaga kejurusitaan telah
menyelesaikan perkara cerai gugat atau istri menjatuhkan talaknya kepada suami
sebanyak 466 dan hasil putusan sebanyak 459 perkara atau 98,50 persen
dikabulkan, sedangkan 7 perkara atau 1,50 persen tidak dikabulkan atau ditolak,
tidak diterima, dicabut atau digugurkan karena tidak mempunyai alasan-alasan
yang kuat yang diajukan di Pengadilan Agama Sungguminasa.
Perlu penulis jelaskan di sini bahwa tingginya persentase cerai gugat itu
disebabkan karena tingginya kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada
istrinya, seperti menganiaya atau memukul tanpa alasan yang jelas kepada
istrinya atau kesalahan lain yang dibuat oleh pihak suami sehingga istrinya
menderita. Kemudian sebagian lain lagi, ditemukan banyak kasus perselingkuhan
yang dilakukan oleh pihak suami, dan bahkan ada yang melakukan perkawinan
secara diam-diam tanpa seizin istrinya.43
43Nur Intang, S.Ag, Wakil Panitra/Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa, Hasil
Wawancara, tanggal 11 April 2013.
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Dengan adanya perkara cerai talak dan cerai gugat yang ditemukan di
Pengadilan Agama Sungguminasa dengan jumlah perara cukup signifikan
menunjukkan hasil kinerja kejurusitaan yang berprestasi karena semua perkara
yang diselesaikan tersebut tenaga kejurusitaan memiliki peran yang signifikan,
dan tentu hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 103 Undang-Undang RI
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Proses pelaksanaan kejurusitaan berdasarkan pasal 103 Undang-Undang RI
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada kantor Pengadilan Agama
Sungguminasa Gowa selama ini, berpihak kepada masyarakat umum dalam
memberikan pelayanan keadilan dan fokus pada peningkatan maupun percepatan
penyelesaian perkara yang ditangani oleh tenaga kejurusitaan. Dalam hal tenaga
kejurusitaan senantiasa melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua
Sidang, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan
pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan
ketentuan undang-undang.
2. Faktor pendukung dan penghambat kejurusitaan di Pengadilan Agama
Sungguminasa, bervariasi. Ditinjau dari faktor pendukungnya, kedudukan jurusita
memiliki landasan hukum yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan tugas-
tugas kejurusitaan secara baik dan benar sehingga tidak keluar dari aturan
normatifnya. Ditemukan pula data bahwa khusus di Pengadilan Agama
Sungguminasa, ditetapkan kode etik yang harus dilaksanakan oleh jurusita.
3. Hasil pelaksanaan kejurusitaan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada kantor Pengadilan Agama
Sungguminasa Gowa, terutama dalam kurun waktu tahun 2010-2013, lebih
dominan menangani perkara cerai talak, yakni telah melakukan pemanggilan
kepada istri yang hendak dijatuhkan talak oleh suaminya sebanyak 177 dan hasil
putusannya yang disampaikan oleh tenaga kejurusitaan sebanyak 161 perkara atau
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90,96. Selanjutnya perkara cerai gugat dengan melibatkan tenaga kejurusitaan
telah menyelesaikan perkara cerai gugat atau istri menjatuhkan talaknya kepada
suami sebanyak 466 dan hasil putusan sebanyak 459 perkara atau 98,50 persen
dikabulkan.
B. Implikasi
Berdasarkan rumusan kesimpulan di atas, skripsi ini melahirkan implikasi
bahwa persoalan kejurusitaan masih perlu penelitian lebih lanjut yang tidak hanya
terbatas pada implementasi pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, tetapi juga terhadap pasal-pasal lain dan undang-undang
yang terkait dengan kejurusitaan. Hal ini penting karena menurut penulis bahwa
persoalan kejurusitaan tidak banyak mendapat perhatian khususnya akademisi
hukum dibandingkan dengan bidang tugas hukum lainnya di pengadilan, di
samping itu bidang kejurusitaan ini kurang diajarkan secara mendalam dalam
pendidikan ilmu hukum sehingga perlu dimasukkan ke dalam kurikulum.
Implikasi lain adalah karena tenaga kejurusitaan lebih memiliki peran,
tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam kelancaran dan keabsahan
pelaksanaan tugas pokok pengadilan dalam hal menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 Undang-Undang RI
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka direkomendasikan kepada
setiap jurusita maupun jurusita penggantu melaksanakan tugas dengan penuh
tanggung jawab dan kejujuran sebagai modal utama yang harus dikedepankan
serta menanamkan sikap yang tangkas, tangguh, dan tanggap dalam melaksanakan
tugas sebagai abdi negara agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
72
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’ān al-Karīm
Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Cet. I;
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Gowa dalam Angka; Gowa In Figures.
Gowa: BPS Gowa dan Bappeda Gowa, 2013.
Bidara, Olden. dkk., Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam
Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta, Proyek Peningkatan Pelayanan
Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
Departemen Agama RI, Sketsa Peradilan Agama. Jakarta, Ditjen Binbaga Islam,
2000.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka, 2013.
Echols, John M.  dan Hasan Sadili, Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2005.
Harahap, M. Yahya. Kedudukan , Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama. Cet.
II; Jakarta: Pustaka Kartini, 2006.
Kerlin, Bobbi. Qualitative and Quantitative Research. Boston: Allyn and Bacon,
Inc, 2002.
Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/055/BK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata
Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
. Praktek Kejurusitaan Pengadilan. Jakarta: Direktorat Jenderal
Kejusutaan, 2011.
. Sketsa Peradilan Agama. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung RI,
2012.
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006.
74
73
Manan, Abdul dan M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang
Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2002.
Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin,
1996.
Pengadilan Agama Sungguminasa, Rencana Kinerja Tahunan: 2013.
Sungguminasa: Kaur Umum  PA Sungguminasa, 2013.
Projodikoro, R. Wirjono. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumur
Bandung, 2003.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.
Roihan A. Rasyid, Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama. Jakarta:
Pedoman Ilmu Jaya, 2009.
Setyosari, Punaji. Metode Penelitian dan Pengembangannya. Jakarta: Kencana,
2010.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafinda Persada,
2007.
Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: Rajawali Press, 1979.
Sugiono, Metode Penelitian: Penerapannya dan Strategi yang Digunakan. Cet.I;
Bandung: Alfabeta, 2010.
Surachmad, Winarno. Pengantar Metodologi Penulisan Ilmiah. Bandung: CV.
Carsito, 2000.
. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung; Tarsito, 2009.
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata
dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2005.
al-Syāṭbiy, Abū Isḥaq. al-Muwāfiqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, juz II. Bairūt: Dār al-
Ma’rifah, t.th.
Syukri, Muhammad. Panitra dan Jurusita dalam Melaksanakan Tugas Peradilan
di Pengadilan Agama Sungguminasa. Skripsi, UIN Alauddin Makassar,
Fakultas Syariah dan Hukum Islam,  2007.
UIN Alauddin Makassar, Pendoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi,
Tesis, Disertasi. Edisi Revisi. Makassar: Alauddin Press, 2013.
